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ABSTRAK 

Penetapan kewajiban konsultasi pada setiap pembentukan peraturan Komisi 

Pemilihan Umum (PKPU) antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan 

Perwakilan Rakyat dan Pemerintah pada praktiknya menimbulkan permasalahan 

hukum. Secara normatif hasil rapat dengar pendapat antara KPU, DPR dan 

Pemerintah tidak bersifat mengikat, akan tetapi pada faktanya hasil rapat yang 

dihasilkan cenderung mengikat, sehingga memunculkan dua permasalahan. 

Pertama, kedudukan PKPU sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan, 

kedua, mekanisme pembentukan PKPU yang konstitusional. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan 

melalui pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan 

konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative 

approach) analisa hukum menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan 

dan analisis dokumen hukum yang relevan. Dari penelitan ini didapati yang 

pertama, PKPU merupakan jenis peraturan perundang-undangan lainnya 

sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kewajiban 

mekanisme konsultasi pembentukan PKPU menyebabkan berbagai 

permasalahan hukum, di antaranya adalah terganggunya kemandirian KPU 

sebagai lembaga negara yang independen dalam pengambilan keputusan. Hasil 

forum rapat dengar pendapat dalam pembentukan PKPU cenderung mengikat 

dan hal tersebut mengakibatkan KPU mengalami keterbatasan waktu dalam 

membentuk PKPU. Kedua, Produk hukum yang dihasilkan KPU tidak 

menampung aspirasi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kewajiban 

mekanisme konsultasi dalam pembentukan PKPU seharusnya dipertimbangkan 

kembali agar KPU dapat melaksanakan tugas, fungsi serta kewenangan secara 

maksimal. KPU sebagai suatu lembaga negara yang independen harus diberikan 

kepercayaan penuh dalam membentuk PKPU akan tetapi tetap berpedoman pada 

aturan hukum secara vertikal dan tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 

1945. 

 

Kata Kunci: Konstitusionalitas, Peraturan KPU, Lembaga Negara 

Independen. 

 


